Jarot Minta OPD Segera Lelang Kegiatan
Pembangunan untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno meminta semua
pimpinan OPD mempercepat pelelangan kegiatan pembangunan yang berdampak besar bagi
masyarakat.

Menurut Jarot, anggaran di semua OPD harus cepat mengucur ke masyarakat untuk
menggerakan perekonomian daerah.

"Saya mendorong OPD untuk mulai melaksanakan lelang kegiatan yang berdampak langsung
kepada masyarakat Kabupaten Sintang untuk menggerakan ekonomi masyarakat yang terpuruk
akibat pandemic covid-19," pinta Jarot.

Menurut Jarot, pada tahun 2021, postur APBD kurang mengembirakan, karena akibat pandemi
covid-19. Penerimaan daerah terganggu baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah serta
penurunan anggaran terutama dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

"Dalam kondisi seperti ini, Kita harus selektif dan melakukan efisiensi yang ketat terhadap
alokasi belanja daerah," jelasnya.

Jarot menegaskan, pemerintah harus membantu menggerakkan perkonomian daerah dan
mengendalikan penyebaran covid-19.

"Saya meminta kepada pimpinan OPD seluruh staf untuk tetap optimis dalam bekerja. Jangan
patah semangat, terus memanfaatkan peluang yang ada dan jangan kendor memberikan
pelayanan publik yang terbaik. Dalam kondisi seperti ini, determinasi kegiatan pembangunan
kita harus diperkuat,"” pinta Jarot. (*)
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Catatan Berita :

Terminologi lelang merupakan istilah yang ada dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden No 16
Tahun 2018. Selanjutnya terminologi lelang dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah
diganti dengan istilah Tender.

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

terdapat definisi lelang sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 23, menyatakan bahwa:
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
terdapat pengaturan sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 36, menyatakan bahwa:
Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

2) Pasal 50 ayat (8), menyatakan bahwa:
Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan

3) Pasal 22, menyatakan bahwa:

(1)Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi
anggaran belanja

(2)Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

(3)Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

(4)Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

(5)Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket
pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
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4) Pasal 4, menyatakan bahwa:
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari
aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.



